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TILNTANCG

NS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
NCIAN ALOKAS! DANA DESA {ADD) TAHUN 2020
[G\EU]‘:\TEN QGAN KOMERING ULYU TIMUR

DENGAN RAHIVAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

balwa untuk melalksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelksanaan
Undang-Undang Nomoer & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemenintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturnn Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai Pengalokasian
dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD] di Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur;

bahwa berdasarkan perﬂmbangan scbagajmana dimaksud dalam
hurul a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talwn 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32861);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Lir di Provinsi Sumatera Selatan
[Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nemor 132,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indenesia Nonior 4347}
Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah  Dacrah
{Le mboran Negara Republik Indenesia Tahun 200-4 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negarn Republile In donesia Nomar 4433}
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 tentang Desa (Lembarin
Negarg Republik Indonesin Tahun 2004 Nomwor 7, Tunibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5-495);
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. Peratumn Peme ntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangleat

Mer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan kmbaran Negnra Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dnr':
Pengy: 18 0 Penyelenggaraan Pem enintahan Dacrah flembaran Nogara
Republik Indonesia Tedwn 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negiira Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Peme rntnh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemenintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten
Dalam Negeni Nomer 13 Tahun 2006 Ientang Pedoman Pengelolaan

a Nomor 57175

o

Keuanean Dacrah;

10. Perawran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Nesara Republik

indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 112 tentang Pemulihan

nepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2092):

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nom ar 2094),

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

l4. Peraturan Menteri Dalam Neger. Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Kevangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

15, Peraturan Menteri Desn, Pembangunan Dnerah Terlinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tnhun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul don Kewenangan Berskala Lokal Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahui 2015 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 teniang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggnl, dan
Transmigrasi Nomor 3 Talun 2015 tentang Pendampingun Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
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8. '1"::1":;:;“:”;::mD;S;I.lh:::‘:n;l:;;?.mmn [acrnh' Terting gal, dan
. ) 1entang Rlatihan Masyar:ikat
(Berita Negara Republik Indonesin Talhun 2016 Nomor 787);

19, Peraturan Menteri Kevanpan Nomor 8/PMKQG7/2020 tentang Tata
cara  Penyaliran  Dana  Aloknsi  Umum Tam bahan  Tahup
Anggaran 2020,

20, Peraturan Menteri Dalnm Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pem olongan, Penveloran dnn Pembayaran luran Jaminan Kesehatan
Bag Kepala desa dan Perangkat Desa.

21, Keputusan Hersamin Menteri Dalam  Negeri, Menteri Keusangan,
Mentert Desn, Pemibangunan Daeral Tertinggal dan Tranamigrasi
dan Mentent Peremicanaan Pembagrunan Nasional/Kepala Badan
Perencnann Pembangenan Nasionnl Nomor @ [40-8698 Tahun
2017, Nomor : 954/IKMK,07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017,
Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 (entang Penyelarasan dan
Penguatan  Kebijakan Percepatan  Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

22, Peraturom Kepaln Lembapn Kebijakan Pengadaan Bar.ing/Jasa
Pemenintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa {Berita Negara Republik Indenesia
Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadann Barang/Jasa

Pemenntah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kcpala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemenintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1506),

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3
Tahun 2019 tentang Anggaran ’endapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
{Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
2019 Nomor 35);

24. Peraturan Bupati Ogan K omering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-3adan Daerah, Kecamatan
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komerning Ulu Timur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraurcin Bupat
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Crganisast,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-
Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur (Berita Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2018 Nomor 8);

25. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolnan Keungan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Ogar Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70);

26. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahur? 2018
tentang Pedoman Tata Cara Pengadnan Barang dan J‘asn di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2018 Nomor 71).
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Menetapkan

Pernturan Bupats Ogan Komrting Ui Timur Nomor 85 Tahun 2019
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Tentaniy  Pendelrg nmian Kexenanpan Papati  Iam Faalunai

Dran Tentang Angparan Pendipatan dan
Betania Dean dnn Ranenrpan Peratirsn Nen

Rancanmm Peralurnn

n tentang Perubalinn
ar st on Pendapring dan Bebg s Dena Korpada Cromn

MEMUTUSKAN ¢

PETUNJUR TERNIS PENGU VNAAN, PELAKS AMAAN DAN PENETAPAN

RINCIAN AMDKAST 1ANA DESA (ADD) TANUN 2020 KARUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

BARI
RETENTUAN UMUIM
Dagian Kesat
Pengertian

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

o |
[

EJ’l

~1

10.

L1,

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Pemenntah KRabupaten  adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komerning Uli Tumur,

Sekretans  Dacrah  adalah  Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnira
discbut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masy/arakat dan
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, vang sclanjutnya
disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuvangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kepala Dinas Pemberdayanan Masyarakat dan Desa adalah Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyornkat dan Desa Kabupaten Ogan
Kanerg  Ulu Tinur,

Kecamatan atau yang disebut dengan pama Lkun adalah bagan
wilayali dari daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tunur yvang
dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu T,

Desa adulal desa don desa adat ot yang disebut dengan nasa
lain, sclanjutnya  disebut Desa, adalah Kesituun  masvarakat
hukum  yong memlila batus  wilayah yang berwenang  untuk
mengatur  dan  mengious  urnsan perenntdan,  kepentingan
masyarakat sclempat herdasarkan prokarsa masyvarakat, hak asal
usul, donfatay hak wadisionat yang digkae diene dibommsti dakun
sistern pemenntahian Negara Kesituan Republik Indone sia.

Alkind Dang Desa JADDY adidahs dana yang  bersunber  dan
Ange anm Pendapatan dan Belanga Daerch yang diperantukk an bag
Desa yang diranstes melalui Anggaran Pendapatan dan Beblunja
Racralr  kabuputenfkota  dan  digunakan  untuk  membiayii
penyelengparaan  penwenntahan,  pelaksanan pembangunan,
pembinaan kemusyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Penghasilun Tetap adulah Penghasilan yang sah dan diterima secara
teratur.
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. Tunjanpan adainh tunjanean vang sah dan diterima secara teratue

olel pejabnt kepala dena dan prerangkal dean yang  atatuangs
Pegawnt Neeeti Sipdl (PNSY, TNT dan Polr

- DM adalal Dann vang diberilinn arrarn meeata dan proparaional

kepnln  sefiap desn yang dipunakan untuk  aperaaional
pemeiantiln Pesn

Premenniohnn Dean adalnh penve'enpe srnan uniaan pemerintahan
dan keprentinean masyvambknat aetempat dalam sistem pemerininhan
Neparn Kesatuan Republik Indonesin,

Pemenntah Desa ndalahy Kepala Desa atan yang disebut dengan
nama lain dibanly petangkat Dean eehagai unaue penyelenggara
Pemenniahan Desna;

Hadan Permusyowaratan Desn vang selarjutnya dissinglat BPD atay
vang dizebut denyr an nansa Iain adalab lembaga yong melaksana kan
fungst perrenntahan  vang angpotanva merupakan walkal dan
penduduk Pesa berdasarkan ketenwalalan wilayah dan ditetapkan
SOCATA dome KTals,

Reuancan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta sepala sesuatu berupa uang dan barang
vang berimbunean denpan pelaksanaan hak dan kevwajiban desa.
Peapelilaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
rachpuu Perencanann, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertangrungawaban Keuangan Desa,

Rencana Kern Pemenntah Desa, selanjutnya disebut REKPDes
adalah Penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu | {sat) tahun.

Arprasan Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnyn disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Pemer: maan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa
[RKD1.

Brnecluaran Desa adalah wa ng yang keluar dari Rekening Kas Desa
IRrD).

Perdanata n adalah semun penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun
smprpaze s vang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh
detp,

Belanys  [Desa pdalah semua pengelunran ynng  merupakan
rrwepben desa dalam 1 (satu} tabun anggaran vang tidak akan
ditepirna keonball nleh dean

Perm twvenn Desn sdalah wemun pencnmann vang perfu dibayar
premte: dungatay penpruaaran vang akan ditertma kembali, bak
pada thun amgggaran yang betsangk utan manpin pada twhun
anppatan banl nya

remepng  Bckusssan  Pengelolann Kevasgan Desa,  vang
selutjuinva disnghtat PRIELY, adadahi Kepaln Desa alay sebatan
pattls lan yang  kweng  Jalatannya  anemipunyal Kewetagan
menyrieny gatikan keselurabian pengelulian Sewamgan dewa
Privissns Pewplisda Kevangan Desa, yanyg selanjitoya disitggkint
PERI2, adidols peroghat Dess, yang meloksanahan pengelolian
kevsngun  desa  bepdaswken  keputusan  kepala  dJdesa yung
inenpuasakan sebapian kekuasaun PRIPRD.

Selretaris Desa udinduh perangkat desa yang betkedidukan sebagad
unsur pinpinan sclactaiat desa yang menjulanlcan gas sebagal
koordinutor FERD.
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33.

39.

36,

38.
B4,

40.

41.

Kepala urusan, yang selunjutnya disebut keur, adlbah perangkat
desn yang berkedudulean sebagni unaur staf selretariat dese yang
mcrinlankan tyras PRKD,

Kepaln sekesi, vang selanjutmya disebut Kasi, adalah peranpkat esa
yang berkedudulenn sehopai pelaksann teknia yang menijalankan
tugas PPRKD.

Anggarmn Pemdopatan  dan Belanja  Daernh, vang sclanjutnya
disingkot APBD, ndaloh Rencana Kenangan Tahunan Pemerintahan
Dacrah yang dibahas dan disetujui bersam n olch Pemerintah
Dacrah dan Dewan Perwakilon Rokynt Daernh, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daernly,

2. Rekening Kns Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,

adalnh  Rekening  tempat  Penyimpanan  Uang  Daerah  yang
ditentukan olch Bupati untuk menampung scluruh penerimaan
daerah dan manbayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang
ditctapkan.

Rekening Kas Desn, yang sclanfulnya disingkat RKD adalah tempat
menyimpan wang Pemenntaban Desa yang menampung seluruh
penerimaan  Desa dan  digunakan untuk membayar seluruh
penpeluarain Desa dalam | (saly) rekening pada Bank yang
ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan,

Dana cadangan adidah dana vang disisihkan guna mendanai
kegiatan yiwng memerlukan dana realatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam | (satu} tahun anggaran.

Jaminan  Keschatan  adalah  Jaminan  berupa  perlindungan
keschatan  apar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan ymyg diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar wmran  jaminan  kesehatana  atau  iuran  jaminan
kesehatannva dibavir olch pemerintah pusat atau  pemerintab
Rabupaten/Kata.

Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah

membayar iuran jaminan kesehatan.

luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah

sejurnlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemernintah
kabupaten/kota untuk program jaminan kesehatan.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan

desa dengan belanja desa.
Defisit Angparan Desa adalah sclisih kurang antara pendapatan

desa dengan belan ja desa.

Sisa Lebih Perhilungan Anggaran yang sclanjutnya disebut SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengelunran anggaran
sclama | (satu) periede anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memunt rincinn setiap k egintan anggaran
yang disedialkan, dan rencami penarikan dann untuk kegialan yang
akan diliksanakan herdasarkan kegintan yang telah clitetapkan

dalam APBDes.
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Dokumen  Pelaksniman Perubalion - Anggaran yang selanjuinya
isingkat DPIA ndalah dokumen yanmg memunt perubiahan fineian
kegintan, apgan yang disedinkan dan rencrng penarikian dann
untuk kegistan yang nlan dilnokannaknn berdasarkan keyr alan yang
telah ditetaplean dalam Perubohan AP Des dan/ateu Perubzhan
Penyjabaran A'RDes,

Dokumen  Pelaksanaan  Anp poran Lanjutan  yang  selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegintan, anggaran
dan rencann penarikan dana uniuk kegialan lanjutan  yang
angga rannya berasal dari SILPA (ahun anggaran schelumnya,

. Penpadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan

pergadian Barangf jasa  adalaly  kcgiatan  uniuk  memperoleh
boarang fjosn alch  Pemernntahh Desa, baik  dilakukan  melalui

switkelola danfatau penyedia barang/jasa.

Rencana Ang yaron Kas Desa yang selan utnya disebut RAK Desa
adalahi dolkunien yane memual arus kas masuk dan arus kas
keluar ying cligunak an menpatur Penarkan dana dan rekening las
untuk mendarat pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang
telah disahkan oleh kepala desa
Surat Perminmtaan Pembavaran vang selarjutnya  disingkat SPP
adalah dokumen pengejusn untuk mendanai kegialan pengadaan
barang dan jasa.
Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjuinya disigkat BRKAD,
adalih sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakalan
Antar Desa i dalam sale wilayah Kecamatan.
Baman Kedua
Asas Pengelolnan Keuangan Desa
Pasal 2

Keunangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabcl,
partisipatif serta dilakukan dengan tertb dan disiplin nnggaran,
APHDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa
1 (saty) lahun unggaran mulai tanggal 1 Januar sampai dengan
tanggal 31 Descmber. |
Maksimal 30 % dari /APBDes digunakan unt uk membrayrai
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
b. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangk at Desa
¢. “Tunjangan BPD
d. Operasional BFD = ‘
Minimal 70% dari APBDes digunukan untuk membiayi 4 Bidang
Pembatyg unan Desa yang terdirl dari:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan pcsn. termaksud

insentif RT dun Kadus serta operansional pemetintah an desa
. Bidang pembanjunan infrastrukiur tesa
¢. Bidang pembinaun Kk emasynrakatan desa

d. Bidang Pembherdaynin masyari ilent desa.
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PAB Il
MAKSL D, TUJUAN DAN I'RINS [P

Poanl 3
1 Pemetmdnh  Docralt  mirmberikon Alokasi Dona Deaa [AD DY
kepaedn Desn dengan maksid  untuk mendulaanig pelnkoanann
penvelenggarna pemermitnlinn dese, pelalaanann pembangunan

s, pembinnn Letnnavnrakninn dan pemberdayaan

‘!]]FI!I}"I-IIJ”{H[ lh“‘in

12y Tujnnn diberkominyva Alokasi Dina | ena (AD D) aedalnh:

a. mentipkotkan  pelalsannan penyelenggarnan  Pemerintnhan
L e, I"eluksatinan Fembang unau Deany, Pembinaan
kemasyarnl alony ke Pemberdayaan mas ynraleat desa sesuni
Eowennnnggnyn,

b, mepimgkatkan kemampuen  lembaga  kernasyarakaran  desa
dalnm percneann, pelaksomaan  dan peng erdlalin n
pem banpunun seesira partsipasi sesual dengan potensi desa;

¢. meniyknikan  pemerataan  pembnngunnn,  kesejahteraan,
kesempatan  Lerparusipasi, dan kesempatan berusaha bag
masyarakat desa;

d. mendorong peaungkatan swadaya potong fayong
masicarakal; dan

e. meningk atkan kemandinan desa.

{2} Prinsip pengelolian .Alokasi Duna Desa (ADD) meliputi:

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tdok
terpis.ihkan dan penpriblaan kewvang an desa dalam APRDesa;

b, ADD direnciinakan, dilaksanaka n dan dievaluasi secara terbuka
dengzan moclibatkan  masyarakat  desa melalui  lembaga
kemasyar.akeatan;

c. Heluruh kegiatan harus dipat dipertangpungjawabkan secara
administratif dan teknis sesuar denpan ketentuan perofuran
perund: inp -und:angan; dan

d. ADD digunitkan secara hemat, terarah dan terk endall,

BAB Il
SUMBER DANA ALOKAS! DANA DESA
Pasal 4
Alpkasi Dana Desa (ADD] bersumber dan APBD Kabupalen dengan
Perhitungan paling sedildt 0% (sepuluh perseratus) dan dana
perimbangan yang diterima kabupalen setelah dikurangs Dana Alokasi
khusus (DAK)] dan Dana Altkasi Umuem  PBontuan  Pendanaan
Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan perangkat Desa.

Babp v
PEMBAGIAN DAN PENGINTUNGAN ALOKAS] [JANA DESA
Fonal &

t1} Penetupan rincian Alnkusl Dana Desa di Knbupaten Owan Ko mering
Ll Timnr Tohuen Anpgaron 20020 sebugainueig lerosn iuesy dedamn
Lampirun La dan Ll Fleraturan Bugati O Komenmg Ua Tunur
ini, dengan ripwwn Pigne ADD welienar B LI -ESLA, 400, -
(Meruun Bequilub Mdyor Seratos Enpat Belas Jutn Delapan Ratis
Tigs Belas Ribu Eopat seus Rupninh)
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Pagu ADD schagoimnna dimak sud padn ayat (1) dibagi untuk Siltap
tlan Divip

BAR Y
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Parageal 1
Tabapan Penraluran
Pnsal G
Penvaluran Alokasi [ Besa  (ADD)  dilakukon melalu
pemind ahbukuan dan Relkeeping Kas Umum Tlacrah (RKUD) ke
Releening Kas Pesa {RKDY.
Penyoluron Alokasi Dunn Desa tADD) schagairnana dimoksud pada
ayat {I] Tahap [ dan 1 Paling Lambat Bulan Jumns, Tahap M1 Paling
Lambat  Bulan  September  dan  Tahap IV Paling  Lombat
Bulan Desamcder.
Penyaluran Alokasi Dana Desa [ADD) dari RKUIDY ke RKD tahap 1
dilnksancdan  setelah bupati melalul Camat  telah  menenima
dokumen penyadur.in dar Kepala Desa (Camat menyampaikan arsip
tlolumen kepada Kepala Badan Pengelola Kevangan dan Aset
Daerah [BPRKAD) melului Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa | berupa :
L. Burat Penpantar dan Kepala Desa.
3. Peraturan Desa mengemu APIRDes yang sudah disabkan dari
Kepala Desu r'engan lampiran :
a. Lnmpirin la - Perdes APPDes,
Lampiran 1b - Perdes APBDes.
RAL 1 - Ripcian Anggaran Pendapatan.
RAB 2 - Rincian Anggeran Belanja,
RAB 3 - Rincian Ang garan Pembiayaan.
Ringkasan APBDes b per sumberdana (FAD, ADD, DDS,
PBH, PBK, POP, SWD, OLLJ.
g. (lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPBG),
3. Peraluran Kepala Desa mengenat Penjabazran APBDes yang
stitdah disahketn dand Kepala Desa, Dengan lampiran :
a. Lampiran le¢ - Penjabaran APHDes.

4, Peraturan Desa tentang Renoiana Kerja Pemennlahan Desa
{REPDex) bherserta lampiran

mo e

5. Peraturnn Desa mengena Kewenanpan berdasarkan hak asal
usul dan ke wenningan bkl berskala Desa;

i, Perautran Desa mengenal penyerlann modal, (jika tersedia),

7. Rencana Angegpron Kos Desn {RAK ), Rencann Kegiatan dan
Anppioran [RKA), Rencana Keglainn Desa [DPA] dan Kegiatan
Lanjulan [B1AL) (jika adn).

#. Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentung  Pengangkalan
Kepak Desn.

9, Fotgcopy Surnt Keputusin Kepaln Desa ot g PPRD.

10, Folocopy Surnt Keputusan Kepaln Desa tentang PRPERL,

11, Fetucapy  Sural Kepiusan  Kepals  Desa entanyg  TPK
{Tim Pelnlsana Kegintan)

12. Foeapy Sural Pengnnglaatun Kaur Kevangan darl Kepala Desa.

13. Fotocopy KTP Kepala Desa dun Kaur Kewangan,

4. Fotacopy Bulu Nomar Rek ening Desa.
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15. Folocapy NFWE Deaa,

16, Lemabne Verifiknsi dnn Kelenpkapan Berkas Desa (lengkape,
Bennr don sah| Lampiran Ha),

17. Lembar - Verifikasi  dan Kelengkapan  Berkma Desa  darl
Kecnatmen | lenglonp, Bbenar dan saly [Lampican 1151

(4. Lembar Eynlursi AP esn s sudeh disnhkan Hupati melalui
camni iau selndtan  [nin schagnimana  tereantum  dalam
Lawpiran {1l ymg merupakan bagjon yang tidak irrpisakkan
dari PPeraturan Bupnli Opan Komering Uty Timur ini.

10, Lembar Evaluani Kompasial Belanja APBDesa yong telah o
wdatnngani alehy Tim Evalunsi AP[IDesa Lampiran [V yang
wiopakan baginn yang tdak terpisahkan dari Peraturan
Bupat Ogan Kemering Ulu Timur ind.

Penyaluran Alolensi Dana Desa (ADD) dari REUD ke RKD tahap

diwk sanckom setelah bupati melali Camat menenma laporan

realisasi Penpg naan Dana Alokasi Dana Desa (ARD) tahun
anggnran scbelumnyn dard Kepala Desa. Sclanmutnya Camat
mem ;ampaikan  Laporinn  lersebal kepada Badan Pengelolasn

Keuangan dan Aset Dacrah [BPKAD) melalui [Xnas Pemberdarvaan

Musyarukat dan Desa Kabupaten Qpan Komering Ul Tiemur.

Penvaluran lokasi Dana Desa (ADD) dani RKUD ke ERD tahap ill

dilaksanakan setelah bupati melalui Camat menerima laporan

realisnsi Penggunnan Dana Alokasi Dana Desa  [ADE) sampni
denpan  tahop I dan Kepala Desa  Selapjumya Camal
menvampaikan  Laporan  tersebut  kepada Badan  Pengclolaan

Kevangan dan Aset Daerah (BPRAD} melalui Dinos Pemberdayaan

Masyarak of dan Desa Kabupaten Opan Komering Ulu Timter.

Penyaluran Al.okasi Dapa Desa fADD) dari RKLUIY ke RED Tahap IV

dilaksanakan  setelsh Dupat Melahn Camaot menemma laporan

realisas penppuniwan Dana Alokasi Dana Lesa [ADD| sampai
deopas Takap 11 daal Kepak Desa Selan jutnya  Camt
nenyapoukan  laporan  tersebut kepada  Badan Penpelolaan

Kewnznan  dan Asct Daercith melalui Dinas Pemberdavaan

masvarakat Desa kabupaten Opan Komening Ul Tumus,

Laporan realsast Pengeunian Dana Alokast Duna Desa [ADD)

sampai dengan trhap 1l schagiumana dimaksud pada ayal (6),

menunjukkan roto-rata reabsasi penyerapan paling sedicit sch csar

75% ftujuh puluh lima perseni,

Paragraf 2
Persyaratan Penewran Alokasi Dana Desa [ADD)
Pasal 7

{lllkepala Desa mengmukon permohonan pencairan Aloknsi Dana

Desa (AD D} untuk angporan lanjuian [DPAL) ntau Tnhap [ ke pada
Bupati Cg. Camat, dan selanjutnys Crmmet menynmpaikan arsip
kepada Kepals Bodnn Penpelbolagn Keuangan Dan Aset Dacrah
IBPKAD| melolei Kepaln Dinan  Pemberdayaan  Mosyvorakat dan
Desn, dengan melampirlan:

a. Sl Penganuar daei Desa,
L. Permwohonin Pencalran Alokaal Dano Dess (A DD,
fleutaparean V),

¢ Lupuran Healisosd Peoppunon Alolsi Dune Desa (ADD| Tahap
Ak hir 1ahun Anggaran seliclumoya,
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1, Keputusan Kepaln Desa ten inng, Penppunaan Alakasi Dana Desa
(ADD} yonp sudnh disnlikan untuk tashun herjalan, dengan
Inmipirnn

n. Ringlasan APRDes  Alakast Donn Desa [ADD) Tabun
heralan,
b, Renconn Anppacan Binva (RAN) kepintan Alnkaai Dana Dean
{(ADDY (nlan besjatan denman dilnmpickan PAR Gambar,
e, Rencann Penpgunann [Dann (RPD) sesuai Knde Rekening
Kemintan dan Delanja Padn Siskeudea untuk nnpparan lanjutan
ntau hap L {Lampiran VI).

. Suorat DPemwyatoan Tangpung jnwaly  Kepala  Desa  tentang
Penpainaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Akhir tahun
schelumnya, bemmaterai Rp. 6.000 {enam ribu). [Larnpir.an V).

Pe

Rurat Pernvataan Fakla Integritas  Tangeunpiawab  Mutlak
Peng puntamn Alokasi Dana Desa (ADD), bermaterai Rp. 6.000
{rnam ribu} (Lampiran VI,

h. Foto Copy Bukti Setor Pajak Keyrintan tahap akhir tahun lalu.

1. Bukn Setor Balk Sisa dana tahun laju (jika ada).

Jo Menunjukkan bukti pertanpgungiawaban Tahap ak hir tahun

schelumnya  kepada  pihak  kecamatan  (Arsip  disampaikan
kepada Kecamatan),

k. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang ditandatang.am
olch Kades [Lampiran [X).

. Melampirk an daltar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa per
bulan yang ditandalangani Olch Kades heserta  Softcopy
{Lampiran X}.

m. Melampirken foto copy Surat keputusan Pengang katan
Perangkat Desa.

n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dan Desa umtuk
Permohonan Pencairan. {lengkap, benar dan sah).

(Lompiran XLa).

0. Surat pengantar dan Kecamatan.

Surat permohonan pencairan desa dan kecamatan.

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dan Desa untuk
Permohenan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan.

{lengkap, benar dan sah ). L.ampirin XLb}.

Pnsal B

Kepala Desa mengajiskan permohonnn pencaivan Alokasi Dana
Desa (ADD) Tohnp 1 atan Tahap If kepada Bupud Cq. Camat dan
selanjutnya Camal menyampaikan arsip lkepada Kepaln Badan
Penpelola Keuangun Non Asel Deacrab (BPRAD) mdalui Kepala
Dinas Pem Lerdayuon Masyarakut don Dess, dengan in elampickan
a, Sutat Pengantar darl Desa.
b, Pennohonan Pencuiran Alo kst Dama Desa (A DD).
{Larnpiran V).
¢. Laporan | :lisusi Penggunnan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
Anppuran Lanjutan atan Tahap | Gidnn anggaran berjalun,
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d. Rencana I'evegpmnan Dann (RPDY seauai Keete  Pekening
Keginten don PYelanin Pada Siskendes untnk onemaran lanjutan
alau tahap 1 {Lampuzan V|

e. St Prrmwtann Tangrungiaseal Kepals Tleaa tentomnp
Prawmnmn Alokas Doty Deeq (AT tashap Aklur fahnn
sehelimuvn, bermintem BFp. 6 000 fenam rim] (Lam pian V1)

f St Permneian Yakin Inteprites Ton eesrnoevaah Muotlak
Progemmy e Maksst Dona ean (ADTY), bermaterar Pp A0
tenpen bl flatpaaneg VT

s Pptes Vg PR Fear Patpk Kematan tahan akhir taliun laly

b Pukn Seter Bk S=a dana tahon Inhg nka asddsi

i Memmnnitkkan bkt pettanceingawabian Tahap acbelitmnea
Lkepmila  prtnk krecamntan (Arsdp disampakan kepada
Kecamatan)

t. Burat kuasa Pemindalkbukuan Rekening Yane ditandatangani
dleh Kedes (Famparan %)

L. Mrlampirkan daftnr gmi Perangkat Deen dan lembaga dess per
Milan  yane  ditandatngani Meh  Kades breacrta Soflenpy
{Lampti-an X}

L. Melamporkan  fote oopy Surat keputusan  Pengangkatan
Peramkat Desa. (ika ada)

m, Lembar Verifikast dan Kelengkapan Berkas dar Desa untuk
Permiohanan Pencairan. (lengkap, benar dan sah
Lampéran X1 a

n. Surat pengantar dann Kecamatan,

0. Sumt pesmehonan pencauran desa dat kecamatan

0. wmbar vemikas: dan Kelenpkopan Berkas dan Desa untuk
Pe-msh onan Pencarran vang di venfikasi oleh Kecamat:n,

irzicap, hemar dan sah )L iLampiran X1Lb)
Pasil 9
hepaln Deen menpajulan permohonan pencairan Alekasi Dana

Dema (2000 Tehap 11 atau Tahap NI} ke pada Bupatt Cq. Coamat dan
aejunnitnve Camat menvampatkan arsip kepada Kepaala Badan
Penpeiola  Heosspan Dan Aset Daerah Melalwi Kepala Dinas

Peamterdovant Mavapakoat dan Desa, dengan melampirkan :

al

i

™,

Sure Feepgantor dan Desa,

Ve & e Ferinarany Alokasy Dana Desa (ALY

Naomprran

Laptan Frubsas Peappunaan Alokasi Dana Desa (ADDY) untu b
Augparan Lanjuiun atay Tabap | tahun anggaran berdan
Fricana Jenggunaean Danas R} sesual Kode Nrekemsg
Keputan dan Belange Pada Soakeddes unuk anggaran Las e
ilisu Luliopl. [larnpiran Y|

Sutal!  Frogvatizsen Tapgpungawab  Kepoals  [lesa  tentang
Peopgunisan Aluksw Dana UDesa ADD) tabup Akbir thuan
melrlumuiny e, Lamoaleras Mg & (AK) jepaan nbo) (lampisan VU
Burtel labyetean ferta egmtas Tagge gosals Mullah
Frogearaan Alddset Dang Desa (ALD), beamterus Hp 0 Uw0
leassrn paheu ) |Lasrsi g W)

Fotel vipy Bubi Soor Pa gk heglatan taliap akbi el laba
Babn Setor Balth Sisa duwiso tdian laba Dika adaj
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m.

Menuvmniukkan  bulkii pertmppunginwabinn Tabhap  aebelumnya
kepada - pibale  keeamatsn  (Arsip  dis snrpaikan kepada
Keonmnlang,

Swat Kunsa Pemvindabbukunn Reken ing Yang ditandatanpgani
oleh Kodes {Lampiran 1Y),

Melampukan daltar jaji Pernnprkat Desa dan lernbaga desa per
bulvn - yang  ditnmdntangani - leh Kades  heserta Softeopy
{LLampiran X).

Melnmpirkan  [oto  copy  Sural keputusan  Penpangkatan
Perangliat Desa, fika ala)

Leuwbar Verifiknai dan Kelenghapan DBerkas dari Desa untuk
Permohoniwn Pencairan, {lenghap, benar dan sah).

[Lampiran Xl:a),

Surat pengantar dad Kecamatan.

Surat permolonan pencairan desa dari kecamatan.

Lembar Venfikasi dan Kelengkapan Berkas dar Desa untuk
Permehonan Pencair.an vang di verifikasi olch Kecoimatan.
[lenglap, benar dan sah ). [Lampiran X1Lb).

Pasal 10

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alekasi Dana
Desa {ADD) Tahap Il atau Tahap IV kepada Bupati Cq. Camat dan
selanjutnya Camat menyampoikan arsip kepada Kepala Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Melalui Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan :

d.

L.

TR

Surat Pengantar dari Desa.

Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa [ADD).

L& umpiran V).

Laporan Reausasi Penggunaan Alokasi Dana Desa {ADD] untuk
Anggegan Lanjutan atau Tahap 1 tahun angparan berjalan.
Rencana Penggunaan Dana |RPD) sesuai Kode Rekening
Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk anpgaran lanjuan
atau tahap [. [Lampiran VI}.

Surat Pernyataan Tanggungawab Kepala Desa tentang
Penggunaan Alokasi Dana Desa [ADD] tahap Akhir tahun
sebelumny a, bermaterai Rp. 6.000 {enam ribu). {Lampiran ViT},
Surat Pernyataan Fakta [ntegritas Tanggungiawab Mutlak
Pengpunaan Alokasi Dana Desa (AD D), bermaterai  Rp. 6.000
(enam ribu) [Lampira n VI,

Foto Copy Bukli Setor Pajak Kegialen tahap akhir tahun londu,
Bulcti Belor Balilk Sisa dana tahan lalu {jika ada).

Menunjultkan bukti perianggungonwaban Tahap sebelumnya
kepadn  pihak  lecamatin  jArsip  disampaikan kepada
Kecumuatan),

Surat Kuasa Pemindahbularen Relcening Yang ditandatangani
glelt Kaden [Lampiran [X).

Melampirlan daftar g Peranglent Desa dan lembaga <lesa per
bulan yang ditandatmgoni Olell Kades besertn Softeepy
{Lampiran X).

Melampirkan fote copy Surat keputisan Pengangkatan
Perangkat Desa. (jika ada)

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan. ({engkap, benar dan sah).

[Lampiran Xla).
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(3

n. Surat peongantar dan Keeamal .

o. Surat permohonan pencniran desa dari k ccam atan

p. Lembnr Verifikasi dinn Kelengkapan Berkaa dari Dean untuk
Permehonan Pencaitan vang di verifikasi olch Kecamatan.
flenglap, benar dan sa ), (Lampiean XLb),

Poragral 3
Pen enirnn Alokasi Dana Desn
Pasal |1

Camnt melalui Kasi 'MD Kecomatan mengadakan penelitian berkas
kelenplcapan permolionan sebapai berikuts

a.  Mcmenksa secara rinei lampiran permohonan;

b, Dalam hal permohonan pencpiron tidak mem enuhi azarat,
Camat memerintahkan penerima Alokasi Dana Desa {ADD)
untuk melengkapi dan/atw) memperbaiki; dan

c. Setelah permohonan  pencairan  diteliti dan  dinyatakan
memenuhl s cut dan lengkap, benar dan snh pada dokumen
Cek  List  Kelengkapan  berkas, selanjutnya  Camat
menyampaikan permohonan (ersebuit kepada Kepala Badan
Kcuangan dan Asct Daerah (BPKAD) meclalui Kepolda Dinas
Pemberdavaan Muasvarakat dann Desa untuk meminta Surat
Pemohonan Penciran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa guna
disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai pengantar
dengein melampirkan Surat Permoheonan Pencaira n dar Desa
dan Kecamatan.

Penankan/pencoyran vang tunai di Bank, Kaur Keruangan harus
mengajukan piro per kegimtan pada Rencana Peny punaan Dana
(RPD} vang diajuk:in seswed dengan alut pembayaran yang sah
(1 Giro untuk 1 Ke matan ),

Penerimma Alokasi Dana Desa (ADD) Lertungpungiawab penuh baik
formal maupun material atas penggunaan dana vang diterimanya
scsual dengan pernturan perunda ng-undangan.

HAB VI
PENGGLUNAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Alokasi Dana Dexa digpunakan untulk membinyai:

a. Bidang Penyelengearann Pemerintahan Desa,

h. Bidang Pelaksanann Pembangunan Desa,

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakaton Desa.

d. Bidang Pemberdayann Masya. aknt Desa,

e. DBidang Penanggulingan  Bencana, Kendaan Darmurat dan
Mendesak Desa,

Klasifi kasi belan ja sebogaimounn dimakend padn ayat (1) hurml
sampai dengan huruf d dbogi dalam sub bidang dan kegiatan
sesuai dengan Icebutuhan Desa yang telnh dituengln dolam RKP
Desa. {terlampir pada Jompiran X11),

Klasifikasi belanja sebogaimana dimakswd pada ayat {1} hurul e
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14)

15)

dibagi dalam sub bidang sesuni dengan kebutuhan Deaa untuk

penanpmlangan heneana, keadaan darurat dan mendeaak yang
terjmdi di Desn,

Nagrinn Ked un

Kiasifikasi belanin sebwaimiana dimnkswd dalam Daginn Keanty
aval {1} haraf nouibapi dolam Sub Bidang:

a,

.

¢

d.

c.

Penyelengearnan belnnjn penpglimilan tetap, tinjangan  dan
o erasional pemerintaban desa;

Sarann din prasarona pemerintahan Deso,

Administrasi kepen dudukan, pencatatan sipil, statistik, dan
kearsipan;

Tata  praja pemenmtahan,  perencanaan,  Keuangan
pelaporan; dan

Pertanahan.

dan

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud «dalam Bagiin Kesatu
avat {1) huruf b dibagi dalam Sub Bidang :

a.
b.

(s

== 7l

o

Klasitikasi belanja sehaparmana dimaksud dalam Bagian

Pendidikoin,

Keschatan;

Pekenaan umum dan penataan ruang;
Kawasan pemukiman;

Rehutanan dan hingkungen hidup;
Pehubungon, komunikas dan informatika;
Znerg dan sumber daya mineral; dan

Pa: iwisata

Kesaru
avat {1 huruf ¢ dibagi dalam sub lbidang :
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat,
b. kebudavaan dan kegamaan;
¢. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat;
Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Bagian Kesaiu

ayat (1] huruf d dibagi dalam sub bidang:

a.
B.
£,
d.

O

=]

Zi

ke lautan dan penk ananm;
pertanian dan petemakan;
peni neleatan kapasitas aparatur Desn;

pemberdayaan  perempuan,  perlindungan anak  dan
ke cduary a;

koperas), usali mikro keeil dan menenpahy;

du launpan penanam an naadal; dun

perdagapandan perindusician.

Klasifikos) belunjn schapommarmn dima kgl daliun Baglan  Kesata
ayat (1) hural e dibagi dodom sib bidusg :

a.
b,
c.

penatppulongan benca nay,
keadasan darurat;, dan
keadaan mmendesok,
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Bagian Ketipa

(1) Aloknsi Dena Desa (ADD) sebapaimana dimakaud pada  bagan
kesatu ayat {1) digunakan untuk:

I, Didang Penvelengp nran Permierintahan Peaa,

no Suly Bidosye Penyelengg arnngy Relanga Siltap, Tunjanpan dan
Operasionnl Pemetintahan Deaa,

1.

Penphasil Tetnp Kepala Dean  dan Peranp knt  Desa
dilakulam denpan Ketenman achapai Lenkot:
ADD yang herjumiah Ratnpal dlengan
Ry 500000.000,-  [lima rams

digunakan  poling  banyak  60%
perseminsg)

jutn  mpiah)
irnam  pulub

Penchasilan tetap sebagnimana dirnaksud pada ayat |

diletaplean sebaygii berileut:

Kepala desa sebesar Rp. 2426.700.- (dua juta

cmpal ratus dun pulub enam ribu tujuh ratus

rupial.

Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.500,- (dua juta

dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus ruptah}.

- Kasi Desa sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua
puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- Kaur Desa sebesar Rp, 2.022.200,- [dua juta dua
puluh dua fbu dua ratus rupiah).
Kadus sebesar Rp.. 2.022.200,- {dua juta dua puluh
dua nbu dua ratus nbu rupiah),

Tunjangan BPD ditetaplian sebagai berykut:

- Ketua BPD sebesar Rp. 450.000,- fempat ratus lima
puluh ribu rupiah).
Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 100.000,- (empat
ratus nbu rupiahl.

- Sekretans BPD sebesar Rp. 350.000,- {tiga ratus
lima puluh nbu rupish).

- Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,- {tiga ratus ribu
nupiah)

Tunjingan MPD ditetapkan sebagai beckut:

- Anggota MPD scbesar Rp. 250.000,- {dua ratus lima
puluh ribu rupiah},

Insentif RT ditetapk an sehapai bedkut:

- Insentif RT sebesar Rp. 300.000,- {tga ratus nbu
. apiah)

i2) Alokasi Dana Desa {ADD] dapat digunakan untuk membiavai
kegiatan yang tidnk termasuk dolom penggunann Alokasi Dana
Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat [1)
selelah mendapal perselujuan bupati melalni Camat,

(3

(A

Alokasi Dana Desa {ADD) yang dilnk sanalkan sebup aimana  apat 1
dun 2 harus Berdosorken Musyawnrah Rencona  Membangunan
Desa (Musrenba ngdes),

Persctujuan bupati melalui Camat sebagaimanp dimaksud pada
ayat (2) diberiknn s sant evaluasi rancangan peraturan Desa
mengenal APDBDesa,
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{2

{3)

(1}
@

(3}

Puftar Pamnteter Rekenmg APDDeso tereantum dalom  Lampiran

XI gy mevapekan bainn yang tidok terpisahkan dari Prraturan
Pupati Ogen Kamerving Ul Tiur ini,

Puanl 12

Pemetintaly Desa dolam Pelaksanann kegsintan yangy dibiayai dari
AMolasi Dot Desa (ADD) berpedomnn pada pedoman telenis yang
ditetnphan oleh bupati wiengennl legdntan yang dibingni dari Alokasi
Do Desn (ADD),

Pemerintnh Desa dapat merencanokan pengndann tenaga shli di
bidang pembangpumnn infrastul tur bernsnl dari worga masyarakat
Desa, satum kerjn peranglnt Dneralt Kabupaten yang m embidang

pembanpunan  infrastruklur;  dan/olnu tensga

pendamping
profesinnal,

Pelaksanaan  kegintan  yang  dibinyai  dori ADD  diutexmakan

dilakulcan  scearn swakceloln  dengan  menggunakan  sumber

daya/bahan baku lokal, dan diupayakan tlengan lebih banyak
menyerap lenaga kern dard masyarak at Desa setempat.

Pengadaan Barnng din jasa melolni swakelola, dimana pelaksanaan
swakelola dilalcukan oleh Tim Pengeloli Kegintan (TPK) adalah tim
vang ditetapkan olch kepala desa dengen Surat Keputusan, terdird
dari unsur Pemnerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
desa untule melaksanakan pengadaan barang/ jasa,

Khusus untuk pek ehjnan konswruksi:

a. ditunjuk 1 {saw) orang penanggung jawab tcknis pelaksanaan
pekerjaan  dari anpgota TPK wouyg  dianggap mampu  atau
mengeta hui telnis kegatan/pekerjran;

dapat dib antu sleh personil yang ditunjuk dan dinas teknis
terkait danfatau pekerja [tenaga tukang diwn/atau mandor): dan

c. Sctinp Lokast Pelaksanazin Pekerjaan wajib memasang papan
Proyek.

Pasal 14
Kepala Desa bertanggung jawal atas penpgunaan Dana ADD.

Pemerintah  dacrali  dapat  melakukan pendampingiin
penggunaan Dana ADD.

atas

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dibebankan
pada Anggeran Pendapatan dan Delanja Daerah,
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BAD VIl
PE NGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN

LAINNYA YANG SAI BAGH KEIPALA T 28A DAN PERANGKAT DESA DAN

i)

(3)

3

(1)

{2}

3

(4]

F}l

m

INEIENTIF BPD
Hagian keaatu
Pengalokastan penph nailan 1etap Kepala Deaa
Dan i’t‘mm:'k at Desa
Pasal 15
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikon  penghiasilan tetap,
tumanean dan peng hnsilan lninnya,

Brygi Peryjabat Kepala Desa dan Peranpk st Desa yang statusnya

Pegawai Negen Sipdl (PNS), TNI dan POLRI maka tidak diberikan
Frenghasilan Tetap.

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perang kat Desa sebagaimana
dimuksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang dianggarkan
dalam APBDes dan disalurkan melalui mekonisme transfer dard
REUD ke RED.

Penyaluran dana penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa

dilak ukan deng n cara pemindahbuku.an dari RKD ke masing-
masing rekening ke pala desa dan perangkat desa,

Pasal 16
Penghasilan  tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan
kepada  kepala desa dan perangkat desa  terhitung bulan
Jinuwan 2020,
Kepala Desa dan perangkat desa yg diangkat sebelum tanggal 15
bulan berjaian diberikan penghasilian tetap penuh pada bulan
bersanpgkutan.
nepala Desa dan perangkat desa vang diangkat setelih tangpal 15
bulan berjalan, pembenan penghasilan tetapnya terhitung mulai
bulan beributnya.
Kepala desa dan perangk at desa vang cuti dalam wakwm 1 butan
atan lebily ddak dibentkan  penphasilan tetap pada bulan vz
bersanglatan mengambil cuti.
Apabila jabatan kepala desa kosong/ diberhentiknn sementara
maka hasi penpliitungan pengh asilan tetap untuk kepala desa
dapat dislibkan untuk tambzhan ADD bidang penyelenggaraun
pemenntahan,
Penghasilan tetap Kepola Desa dan perangkat desa dan insenuf
anggota BPD yang tidak dopat dicoirk on sebogni akibat adanya
kekosonpan [/ pemberhention  scbagaimana  dimaksud  ayat (§

dunanya akan menjudi Sism lebih perhitungnn anggaran {SILPA) dan
dianggarkan pada Perubnhan APBDEs,

Pasal 17
Penpghusilan tetap kepala Desa dan perangkat desa difientikan
karenn  yang bersangk alan :
a. Habiy masa jubuatan;
b Mening gal dunia; nlau
c.  Diberhentilon;
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1Y) Kepnaln Desn dan Perang kat Desa yang meninggal dunta, diberikan

penghasilan telap  sampai denpan Wlan yang  heranglatan
myeningral dumn,

I Repaln Desa dan peranplint derag yang diberhentiion sementarm
dibenkan peoghasilan tetap sebesar 50% (lima Palih prrseratia)

dari progchasilan tetap nejakt ditetns kan Kepamiaan Pemberhentian
divd Peginbnt beswennnge

Napinn Kedun
I'nanl IR

T dan Penetimann Inintiya yong anh

(1 Kepale Dema dan Permnpkat Desa diberikan tunjangan Kepala Neea

dan Pleramge knt 130es.
(21 Selain menerima pen ghasilan tetap dan tunjanpan sebagaimana
dimnk sud dalam pasal 18 ayat (1), Kepala Desa dan peratigkat deaa
mendapat penenimann Ininnyn yang anh,

{31 Tunyangan  dan penerimaan lainnya  vang  sah  srbagaimana

dimaksud pada avat (1) dan aynt |2) yang beranmber dari APRDes

berdasarkan kenwmpuan kew angan desa dan ketentuan peraturan
peruandang-undangan,

Penenmann kunnya vang sah bagi kepala desa dan perangkat desa
sebagmmana dimaksud pada avat (1) dapal berupa honorarium
FPRD dan PRPKD  dan  honorarium  pelaksanaan  kematan
berdasarkan koientuan peraturan pertindang-undangan,

Bam Pemabat Repala Desa dan Perangkat Desa vang statusnya
Prgawal Negeri Sipll | PNS ), TNi dan POLR! maka dibenkan
wunjenzan Kepala Desa dan perangkat Desa.

Tuamangwt bagl Penjobat Kepala Desa dan perangk at desa yang
statusnya Pegawai Negeri sipil (PNS), TNL dan POLRI pada aymt 5
{lima) ditctapkan sebagai benk ut

a. Penjabat Kepala Desa  Rp. 2.000.000,-

b, Seckretarisdesa Rp. 1.500.000,-
c. Rasi Rp. 1.200.000,-
d. Kaur Rp. 1.200.000,-
e. Hadus Rp. 1.200.000,-

Bagian Ketiga
Jarminan Kesehatian Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Pasal 19

(1] HKepuls Desn dan Perongkat Desa memperoleh Jaminan Keschatan

(2} Jaminun  Kesehatan  sebagaimana dimaksud  pada ayar (D)

dilaksanokon sesuni dengan Metentuan peratutan perundang -
unndang tan.

(4 Turan jaminun keschamn sebagaimana dimaksud pada ayat (L} dan
ayat 12) sebesar 55 (Lima Persen) dan penghasilan tetap dengan
ringon sebapal benkut

{4) 4% fempat persen) dibmyar oleh Pembert Kega dalium hal

Pemermtuly Kobupaten ORU Thnur.
(5 1% (saty persen) dibayar olch Peserta dalam hal i pene nma Uinji
alnu upal.
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(2)

{3)

(4]

BAR VIl
KEKUASAAN I"ENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bnprinn Keantu
Pemepnng Keluasnan Pengelolann Kevan ran Dean
Pisnl 20

Kepala Desn adnloh PKPKD dan mewaldli Pemerintaly Deaa dalam
kepemidikan kelayamn milik deas v ang dipdanhibenn

Kepaln - Desa selaku PREKD  seluagaimonn dimakanel

pada
ayal (1), mesmpunyai Ui

A Menetapkan kebijakan tentmng pelaksnnmn AL Dea;
b Menetapkan kebijolon tentmg pens eclolaan bagang milik Denn;

Mellkukan tindnknan vange menga kibulan pengeluaran  atas
el APBDes;

d. Menetapkan PPKD:

¢, Menvetupu DPA, DPPA, dan DPAL:

. Menyvetuju RAK Desa: dan

2. Menyetu jui SPP,

Dalam meluksanakan kekuasnan kevanpan desa  schagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasak:an  scbagian
kekuasaannya kepada perangkat desa sclaku PPKD.

Pclimpahan scbagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan
dengan keputusan kepala desa.

Bagian Ke lua
Peluksana Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 21

PPFKD schagaimana dimaksucd dalam Pasal 20 ayat [3) terdiri atas:

a.
b,

c.

(1)

(2]

Sekretans Desa;
Kaur dan Kasi; dan

Kaur keuang an.

Pasal 22

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

berrugas sebagai koordinator PPKD,

Sekretaris Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas :

a. menpoordinasikan  penyusunan  dan  pelaksanann  kebijakan
APB Desi;

h., mengoordinas.zan  penyusunon  rancangan APH Desa dun
rancangan perubahan APD Desng

c. mengoordinasilkan  penyusunan  rancangan  peraturan Desa
tentung  APB  Desn, perubahan APB Desa,  dan
pertanggunggawaban pelalesanann APD Desa,

d. mengoordinasikan penyusunan rancongan  pernturan Kepala

Desa lentang Penjabaran AP Desa don Perutimbun Penjabaran
APB Desa;

e, mengoordinasikan lugas pernngleat Desa Inin yung menjalankan
lugus PPKD; dan
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i

3]

(3)

(1)

{.  menmordinasik an penyusunan laporan keanngan Desa dalam
rngk apertang punginwaban pelaksanann APB Desn,

Sclun tugas sebagaimana dimaksuel pacda nyat {2), Sekretieris Nean
mempnyal tipas;

a. melak ukan verifilkusi tetae lap DIPA, DIF'A, dan DPAL;
b, melkulkan verifikosi tethudap RAK Desay dan

c. melakukan  verifilasi  whadoap  buklio penerimmmn dan
penrelann APH Desp

tasnd 23
Kaur dan Kosi schagnimana dimaksud dalam Pasal 21 hund b
bertugas sebagai pelaksana kepintnin anggarnn,
Rhaur sebagaimana dimakswd pada ayat (1) terdiri atas
A. Kaur tata usaha dan unmum; dan
. Kaur perencaniann.
Kasi sebagaimana dimak sud padn ayat {1) terdiri atas
a. Kasi pemerintahan ;
b. Kasi kesejahleraan; dan
c. Rasi pelayranan.
haur dan Kasi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
ugas :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belaryn sesuad bidang tugasnya;
melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan kegiatan scsuai bidang tugasnya;

e oo

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuan bidang tupasnya;

r

menondatangani peganjian Kega sama dengan penyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam

bidang tugasnya;

f. menyusun .aporan pelaksana:in  kegiatan sesual  bidang
tugasnya untuk pertangpungjawab.n pelaksanaan APB Desa.

g. Menverahkan bukti dukung administrasi dan bertangrungawab
penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan
yang dikclola; dan

h. Setelah kegiatan sclesal dilaksanakan, pelaksana kegiatan
menyerahkan kegiatan kepada kepala desa, dalam bentuk
beritz acara serah lerima kegiatan,

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan onpgaran

sebagaimana dimaksud pada ayat {4] dilakukan berdasari<iin

bidang tugas masing-masing cdan ditetapkan dalam RKP Desa,

Pasal 24

Kaur dan Kasi dalam melalksanalan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayot {4} dapat dilantu oich tim yung melukscownakan
kegiatan pengadnan harang/jnsa yang karena silnt don jenisnya
tidak dapat dilalcukan sendin.
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Tim sebagaimann dimaksud  pada ayat (1) heraaal a1 rmur

peramplial - Desa, dembegn kemnavarakatan Dean danfutnn
mpsynrakal, vang terdid 111 »

a, Keun,
b, sekaeintis; dan

[AA L TATM bt

Peranghnt - Desa sebagnimann dimnksnd pada ayat (2] yaitn

pelnksann kewalavalian

Peanbentnkan um sebagniminna dimnk=nd pada avat (1) dinanlkan
poda st penvusiman KKP Dean

Timy sekbapomiana dimalsud  pada avat (4] ditetaphkan melalue
Kk epatusan Kepala Desa,

Paunl 25
Raur kcuanpan sebapgnimana diminksud dolam Pasnl 21 horafl

melaksanakan fungsi kebendaharaan,

raur kewangan sebagmmana dimaksud pada ayat (1), mempunyat
igas

a. menyusun RAK Desa; dan

b, melak ukan  penatausahnan yang  meliputi  menerima
menvimpan, menvetorlein/membayar, menatausahakan  dan
mempertangrungawabkan penerima.an pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa,

Raur Kevanman dalam  melaksanakan fungsi  kebendaharaan

memilild Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

Kaur Keuangan wajib menatausahakan dan

memperianggungiawabkan Keptatan maksimal 1 (satu) bulan dan

peacaran/penarikan uang di Bank.

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bapginn Kesatu
Aszs Pengeloloan Keuangan Desa
Pasal 20
Hevanean Desa dikelola beplanarltan asag transpacan, akuntabsel,
parusipatif sertidifakakin dengan tertib dan disiplin uonggaran
AMAL e merupokan dasar peogelolian ketnogan desa dalam masa

I {satu) tabun angeran makon tanggal 1 Jonoad sampal dengan
taniggal 31 Desember.

Pengelolaan Alukast Dina Desa mem pukian satu K esitunan de ngan
pengelolnan euangon de s

Hige jan Kedua
Pelalmanaon Keuangan Desa (APBDesa)
Panal 27
Semuea  penenmuoan dan pengeluaran Desac dalam rangka

pelaksanaan kewenangan Desa dicalksannkan melihn Rekening Kas
Desa {RKD).
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(1

Rekenne kan Desa sebgamang dimakand gl avist (1) iy
alely Pemenintah Dean dengan Speimea tanda Caoman Kepala Tomn

dnn Kone Kevangan
Semtia penermnan dan peieehnean Dean horaa di el dang oleb

Tty vamg o ko dan anh
Pen el deay vy meneakibatiean behan AT Draq tdalke dognt

ditaklan sebeliny Ronmogan Peroaturan Dean tentangt APRI e
dite taplntn wgal i Peraturan [esn

Kas Tum i Kanr Kenangan Makaimal Rp. 10,000 0011, [arpubiedy
mta mpoh) untek memenuhi kebntabn Opeeasional
Pementnhan Desa,

Dalam  hal e lapat sian donn poln kepdntan - yong anelah
dilaksanakan, berkewaijitvn nenpembaticnn stva dina lerariut
kepada  kaur  kenangan,  dan  selanjutmyn Kour Keuangin
Mengembalikan dama tersebut ke Rekening Kna Deaa makaimal
1 (satul balan dad pen caiean/penarik an wong di Boank.

Pasal 28

Kaur dan kasi pelaksana kepialan anggaran mengajukan SPP dalam
setiap pelaksannan kegintn ang garan sesuai dengnn periode yang
tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari
vang tertera dalam DPA.

Pengapian  SPP wajib  menyertakan  laporan  perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 29

eag gunaan  anggaraen vy ditemma dan pengajuan SPP
schag: umana dimaksud dalam pasad 28 untuk kegiatan pengadaan
barang/jasy sceara swakelola tidak lebih dar 10 (sepuluh) han
ke

Dalam hal pembayaran pengadoan borang/jasa belum dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh} hari kega, kaur dan kasi pelaksana
kegalan anggaran wajib mengembenlikan dana yang sudah ditenma
kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.

Kaur keuangan mencatal pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam Bulku Pembantu Kns Tunai ¢
Buku Kas Umum.

Kmr dan kasi peloksnnn kegiton  anggaran  menyampaikan
pertang pungjawaban pencairan anggaran sebagoaimana dimaksucd
pada ayat (1] berupa bukt transuksi pembayaran  pengadoan
barang/jasa leepadn sekretaris desa,

Sek retans desa memerilesa beetiesunian bukti transaksi pembayaran
dengan pertang gungjinwabon pencairan anggarmn yang disamipaikan
oleh kaur dan kasi peluksana kegintan wnggacan .

Dalam hal jumlah realisasi pengeharan pembayacan burang/jus
lebih keeil dari jurnlah van g yoang diteriig, kaur don k s pelaksana
kegiatan anggaran e ngembalikon sisa uang ke kas desa,

Dipindai dengan CamScanner
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(31

{1]

I*asnl 20
Pengnivnn SPT' umde kegintsn yonp selirnbnyn dilalenn nlnn
mielnhu penyey lin l!ﬂll"lllﬂ,-‘_fﬂﬁﬂ thilickadeny selelny ||;|r,r||l'|P‘}|n-|n
tilerinin,
Pengoinan 8PP sehgainnena dim aksid paedn ayme (1 clilatripiri
den gon
a. Pernyatnon Toangeunpeimenls belnging dan
b, Bulti penenmoun harang/ s di (empol,
Dalam setiap pengajuan SI'P sebngaimana dimaoksued pada nyat (1),
sekaeina desa berkesenjibnn untule
A menelii kelenpknpom permitdnan pembavaran vang dinjukan
oleh kaur dan kast pela ksana keginian angparan;
b omemgwan kcbenaron perlntungan npihan atna beban APODes
vary tercantum dalam permintaans pembagarnn;

o mengufi ketersedinan dana untuk Kegintan dimaksued; dan

g, menolak pengajuan prrmintaan pemb ayaron oleh kaur dan kasi
pelaksana kegatan  anggarin  apabila  tidak  memenuhi
persvaman vang ditetapkan.

hepala desa menye tigul permintaan pembayaran sesuai depgan

hasil verifi kasi vang dildiukan oleh sekretaris desa,

Raur keuanpan melhk ukan pencairan anpgaran sesuai dengan
Desaran vang teriera dalam 3PP setelnh mendapatkan persetujuan

dan kepala Desa.

Pasal 31

Proses pelaksanaan Kevangan Desa dimulai dengan uritan sebagai

berd kot

a. Pelaksana Kegiatan  mengajukan  pendanaan  untuk
melaksanakan kepiatan harus disertai dengan dokumen antara
lain Rencana Anggaran Belanja (RAB} yang telah 'diverlikasi
oleh Sekretaris Desa dan disahlan oleh Kepala Desa [Khusus
FAB Fisile dilampirkan juga RAB Gambar dll).

b. Peluksana Keglatan bertanggungiawab terhadop  tindakan
pengeluaran  vang menvebabkan beban angparan  belanja
kedalan dengan menggun akan bulou pembantu kas kegiatoan
sebagai pernanggungiawaban pelaksanaan kegintan di Desa.

c¢. Berdasarkan Rencann Anggarmin Binyn R D) Pelak suna
Kepietan mengajukan  Surit Permintnnn Pembayaran {SPP)
kepada kepala dean. SPP tidak boleh dilnkuk an sebelum bureng
dan jasa diterima dalom | kepintan,

d. Pengajuan SPP terdiri daoei:

a. Surat Permintuan Pembayoran,
b, Pernyitaan anpgungiawal belimjay dun
¢. Lampiron Indei Transidesi:
a)  Surat Pespnmn/lerm intinn Barung/ jasa Begdasarkan
Dolaen en Pepawnran [urong dan Jusa (lampiran XY,
i} Nata Toke.
¢ Nota Desa [lonipican XV).
dl  Derita acora serah (edima baroay o iran XV,
¢  Kwitansi Penpeliiran Qesa yang i ketahui Kepala
Desaflampiran XVII.
f§ Daitar Tanda Terdma Siltep dan tunjengan perangkat
desa per bulan {lampiran XVIN)
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g Daftar Tanda Tedma Tungangan dan Inaentil Lembaga
Desn per bulan (lnmpisne XIX]
W Dokymentasi Foto Kepintnn,
v, Dalam peng amon peinlgsnnan pembayaran, neleretaris dean
Bediewaiilioy v e
1. Menelitlh kelenpka pan pemmintnmy pembnssaran dinjuan oleh
pelaksmmn leepintnn,

%

Menpuji  leehennran perhilbppan (aghan atas beban

APBDesa vany teresmtuin dalnm pemnintans pem bayaran.

3. Mompuai ketersediaan dana unuk kegintan dimak sud.

A Menolok pencajuan permintan n pembayaran oleh Pelaksana
Regintan apabitn  Udak  memenuhi  persyartan yang
ditetapkan.

. Berdnsarkan SPP yang telndy divenfi kasi Sek retaris Desa, Kepala
Desn menyetujpu permintaan Pembayaran dan Kaur Keuangan
melak vkan  pembayaran  kepada Pelaksaina Kepiatan
berdasa rkan Pencairan SPP.

g Atas pembayaran vang telah dilakukan  selanjutnya  Kaur
Revangan melakukan pencatatan Pengeluaran kedalam Buku
Pembantu Kas Tunai dan Buka Kas Umum.

h. Tata cara Pengajuan Surat Permintaan Pembavaran (SPP]
terdapat pada [lampiran XX}

Pasal 32
Rour dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wapb menyampaikan
luporan akhir realisast pelaksanaan kegiatan dan :nggaran kepada
L cpala desa paling lambat 7 jtujubi) hard sejak seluruh kegatan selesai.

Pasal 33

11} Sctiap pengrluaran Kas Desa vang menyebabkan beban atas
Arg parmn Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang men genai perpapik an yang betba k.

{2) Maur Keuangan scbagru peranghat desa wajiv memungut pajak
melalukan  pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa
sebapaimana dimaksud pada ayat (1),

(3] Pemotongan paj 'k sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi
penpeluaran  kas desa atas beban belanja pegawai, belanja
barang/jasa, dan belanja modal.

(4) Kaur Keuangan wajb menyctorkan scluruh pencrimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan kelentuan peraluran perundang-undangan
yung dibuktkan dengan Nomor Tran saksi Penenmoan Negara
(NTPN),

i5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan don  penyctornn Pajk
kedalam buku kas pemba nw pajak.

Masnl 34
RAK Desa memuat arus koa masuk dan arus ks keliar yaog

diguninkan mengatur penorilian duna dard rekening ks untok mendanad
pengeluaran berdasarkan DPA yang (elah disnhltan alely kepali desa,
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(6)

(7]

(4)

&

Prnsn) A5

Penenmann pembinyaan dari SLTA tahun sebelumnya dipunnkan

untuk:

. menutupi defisit anpparnn apabiln realtsnsi pendapatan leliih
keat doripada vealisasi belanjn, dmn

L, mendanai kepdatnn yang belnf selesnd atau Innjuian,

SILPA  vangy  digunakan  untnke menutupi delisit onp garan

schopaimmia  cdinmnksud  padan avnt (1) hural & merupakan

perhitungan perkirnan pencrimann dari pelampaunn pendapatan

dan/atan penghematan belanja tahun sebiclumnya yong diguinakan

untuk membinvai k eynntan-kemntan yang telah ditetapkan dalam

APBDes tahun anggaran berkenaan,

SILPA yang dignnakan untuk, mendayai kegiatan yang belum

selesa’ atau lanjwtan sebagaimann dimaksud pada ayat {1} huruf b

merupakan perhitungan till dan angparan dan kegintan vang harus

diselesaikan pada tahun anggaran berlownya,

Kaur danfatau kasi pelalsana kepiatan anggarsin  mengajukan
kembali rancangan DPA untuk disetuji kepala desa m enjadi DPAL
untuk mendana kematan yang belum  selesai atau  lanjutan
sebagaimana diniiksud pada ayal (1] herul b,

kaur dan/atan  kasi  pelaksann  kegistan  amggaran dedarn
mengigjukan rancangiin DPA sebagaimana dimaksud pada avat [4)
terletnh dahulu menyvampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan
kematan dan  -ingparan  kepada kepala desa  paling  lambat
pertengahan bulan desember tuhun anggaran berjalan

Sekrewaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa
kegiatan yanp akan disahkan dalim DPAL.

DPAL vang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan
vang belum selesini atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Bapgian ketiga
Penatausahaan Alekasi Dana Desa (ADD)
Pasal 30

Penatausahaan keuangan dilikukan oleh Kaur Keuvangan schagai
pelaksana fungsi kebendaharaan.

Penatausahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajb
dilajukan dengan mencatat setiap penerimann dan pengeluaran
dalam bubu pembzintu kas tunai dan buku kas umum,

Pepcatatan pada buku pembantu ks tunai dan bukm K@ wmum
sebapaiman dimaksud pada ayat {2) ditutup setinp akhir bulan
secara Lerdb.

Kaur Keuanpan wajib  mempertanggu ngawablan  vang  melalui
laporun  pertanpgunpiawaban, dun  disumpaikan  setiap  bulan
kepad: Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikwnya,
Kaur Keuangan wajilb membuut bul pembantu kas umum yang
terdini dari:

1. Bulu Pembantu Bank.

2. Bulau Kas Pembantu Pajok.
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PPasid 37
Setinp belarijn desa ntas beban Dana ARD harmua didukung dengan
luk ti voog lenpknp dan anh.
Buky  schagnimana  Jimaksud  pada ayat (1) harus  dapat
dipertnugp urnymwnblom  Bendnantkan  lebenaran  moaeriil  yang
timbul dari penggamaan buktd dimakesud,
Pengelunran kan vang menpaldbatienn beban keuonypinn dean, tidak
dapat  dilale ukan  selelum rancangmn peraturan  desa lentang
APB Desn ditetnpkan menjadh peratarn <esa.

Pertangeungnwanbian Keuangan Dann ADD yang
disimpan /dinrsipkan di Desa berupa @

A, Relkapitulasi yealisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
b, Kwinnsi Perrbayaran;

c. Foto petlkembonpan kegiatan 0% (nol perseratus) 50% {lima
puluh perseratus) dan 100% (seralus perseratus);

d. Data dulnung berupn undangan rapat, berita acara rapat, daftar
hadir, SK Tim Pclaksana, $PPD, Surat Tugas, Nota pemb elian,
tanda tenma Honer Kegiatan/se jenisn ya,Dokumen Penawaran
Barany /jasa dan Surat PesananfPermint:iian Barang/ jasa;

e. Rencana angparan biava [RAD) ditandatangani oleh Pelaksana
Kepiatan, diverifikasi oleh Sckretoris Desa dan disahkan oleh
Kepala Desa, (khusus RAB Gambar diandantangani oleh
pembuat  Gambar  dan  dipenksa  dan  discetujui oleh
Dinasfnstansi terkait dan/atau Tenaga Profesional); dan

()

Benta acara  penvam paion  laporan pelaksanaan  keglatan
kepada masyarak or dan/atau BPID melalui mussowarah desa.

¢, Beria acara  penyampaitan  laporan  pelaksanaan  kegialan
sebagrmana dimaksud pada hurif f disusun sesuar dengan
fortnat sebapaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan
Bupati ini,

Pasal 38

Penpeluarin atas behan APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa
veung telah diserujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan
secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Kevangan kepada Kaur dan
K as Pelaksana Kegat:in Anggaran alas dasar DPA dan SPP yang
diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegintan yang dilndukan
melalui penyedizan barang/jas dikeloarknn oleh Kaur Keuangan
langsuny kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yvang diajukan
cleh Kasi Pelaksuna Kagutan Anpgaron don disetjui oleh Kepala
Desa.

Fenpeluaran atas beban APBDesa untuk belanjn pegawai, dilakukan
secara lanpsung oleh Kour Keuangon dan diketahui oleh Kepala
Desa,

Pengeluaran atas heban APBDess sebmgadmans dimaksud pacda wvat
(2), ayat (3), dan ayat (4] dilmbetitan dengan kwitansi pengeluaran
dan kwitansi pene nimain.

Rwitansi  pengeliaran  sebagaimann  dimoksud  pada ayat (5]
ditandatingani oleh Kaur Keuangan.

Kwitansi peonernmaan  sebagaimana  dimaksud  padu ayat  (3)
ditandatangani oleh penerima dana.
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Pasal 39

Bula: Kas Umum yang ditutup scliap akhir bulan sebagaimana
dimaksutl dalam pasal 36 ayat (3} dilapurkan oleh Kaur Keuangan
kepada Sckretary Desa paling lambat \anggal 10 {sepuluh) bulan
berikutnya.

Sekretaris Desa melakuk an verifikasi, evalunsi dan analisis atas
laporan scbopaimann timaksud pada ayat (1),

Sekretaris Desa melaporkan hosil verilikasievaluasi dan analisis
sehogairiana dimaksud pada ayat |2} disampaikan kepada Kepala
Desa untuk disctujui,

Bagian Keempat
Pelaporan dan pertanggliinpjawabian
Pasal 40
Kepala Desa  menyamipatkan  laporen pelnksanaan APBDesa
scmester pertama kepada Bupali Ogan K minering Ulu Timur melalui
camat, dan selanpinya Camat menyam paikan arsip kepada Badan
engelolaan Kewngon dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa,
Laparan scbagidmana dimaksud pade ayat (1) erdii dari ¢
1. lapormn pelaksanaan APBDes; dan
b. laporan reqdisast Kemivtan
Repala Desa menyusun laporan sebagmmana dimaksud pada ayat
{2) dempgnn cira mengpabungkan selurub laporan sebagaimana

dimaksitd dalum pasal 32 paling lambat minggu kedua bulan juli
tahun berjalan.

Pasal 41

Pemenntah  Desa penerima Alokasi  Dana  Desa  {(ADD)
bertange ungiawab  penub Secara formil dan  maoteriil  atas
oenggunaan Alokasi Dana Desa (ADD] yang diterimanya,
Pertangrungawaban  penggunaa.  Alokasi Dana  Desa  {ADD)
schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Laporun realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADDJ;

Surat pernyataan tangpung jawab yang menyatakan bahwa
Algkasi Dana Desa [ADD)] vang diterima telsh digpunakan sesuai
denpan rencana;

c. Fow keadaan 100% (secratus perseratus| untuk kematan yvang
hersifat fisik; dan

d, Bukti-buklU pengeivoran  yang lengkep dan  sah sesuan
peraturan perunda ng-undangan,

Pertanggungiawaban sebagaimo nn dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b disampailkion kepada Bupnti cq. Camat dan selanjutnyn
Camat menyam patkan arsip kepndn Badon Penpeloloa n Keuangan
dan Asct Dacrsh (BPKAD) melalui Kepaln Dinas Pemberdayaan
Masyarokal dan Desa,

Dokumen asli pertangpunpjawabn n sebagaimana dimoksad pada
ayat (2) huruf ¢ don honed o dishopen dan dipergun akan oleh
penerima Alokasi Donn Dean (ADD) seluku abiyek pem eriksaon,
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Panal 42

(1) Kepuin Desaomeriynmpailan: faporan: pesanggaue fagoion renlinnai
APDDes kepwdn Bupatd melntud Com o netings abehie tlion anggtaron,
selmpinyn ot menvompuilinn  lepuda Badon Penpelolonn
Kewngean i Aset Dopeeahy  (IPRAD] mebrhl Kepoln Dhion
Pemberdavnan Masyverntat dan Desne Keabipintens: Ognn Komering
U T,

11 Laporan pertong s mwnban sehe it v el pada nynt {1
dissmpiiian pating lambat 3 (gl bulan actelnh nklir (ahun
angparan bedeenann yong ditetnplaan dengan Pertatnn Dean,

(1 Peraturan Desa sebygimma disoksud poda nyad () dincrtal
denyun:

A Laporan Kenang o tealivd dor
1. Laporan realisnst APRDes; don
2. Catntan Atas Laporan Keuangan (CALK),

b, Lapornn Realisasi Kegintan, dan

¢. Daftwr program seldoral, program daerah dan program lainnya
yauig masulk ke desa,

() Laporan pertanggungiawnbnn schagaimana dimak sud merupakan

bogian dari lnporan penyclenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahn cingparan,

Pasul 43
{1} Laporan sebagaimana dimaksud dakbwm Pasal 40 dan Pasal 42
diinformasikan kepada masyarakat melalui media

informasi/Banner Info rmasi minimal 4 Benner diantaranya:

1. Banner APBD2zs Awal (Lampiran XX1LaJ;

2. Banner APBDes  Perubahan  Angparan  Kepglalan  (PAK)
Lampiran X KiLbY,

3. Banner Realisasi APBDes Semester Pertama (Lampiran XX 1Lo);
dan

4. Banner Realisasi APBDes Semestre Kedua {Akhir tahun)
{Lampiran X2 <ilc).

[2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. Laporan realisasi APBDes;

b. Laporan realisasi kegiatan;

c. Kepiatan yang belum selesail danfatau tidak terlaksana;

d. Sisa angg.uan dn

e. Alamat p engajuan.
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BAB X
PIEWBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagzion Kesalu
[T
Ifaand 44
Pemerntah Daceaht melakukan Pembinaan dan Penpawasan
Pengelolnan Kenangan Dann Dean yangg terint egraai denpan pembinaan
dan pengawasan Pengelolnan Keuvangan Desn,

Dag i [Fedun
Pembinann
Pasal 45
(1) Dalam rangka pembinnan Dana ADD ditingkat Dacrah dibentuk
Tim Monitoring dengan Keputusan Bu pati,
(2] Tugas Twn Monitoring sebhapgaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
dan:
a.  Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan
tentang Dana ADID.
L. Melakukan Kegittan Pembinaan dan Monitoring pelaksa naan
Dana ADD; dan
¢. Memberikan laporan hasil pelak sanaan tugns kepada bupati.
(3] Dalam rangka pembina.nn Dana ADD ditingkat Kecamatan dibentuk
Tim Momtoring dan Evaluast Kecamatan dengan Keputusan Camat.
{4) Tim Monitoring dan Ewv:ilduasi Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayvat {3) terdiri dan :
8. Ketua;
b. Sckretaris;, dan
c. Anggota
() Tim Menitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai Rugas sebagai benkut:

1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala

Desa;

2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDes;
Fasilitasi penatausahaan keuangain desa;
Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data
dan informasi lentnng Dana ADD;

3. Mengeviluasi Pelaksanaan Dana ADD setiap tahunnya,

6. Mengevaluas) APBDes;

Mengeviduasi Besaran Sub Belanjo Desa;

~J

8. Memonitoring Pengelolaan Dana ADD di tingkat desn;
Melaporkan pelaksanoan Dana ADD;
10. Membuka laynnan kontak pengadunn masyarnkat;

11. Menindaldanjuti  pengaduan  masyarakat dan  melaporkan
kepada Bupati;
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12. Fasilitasi Admindstrasi tata Pemenntahan Deaa;

13. Fasilitasi Pengelolnan keunnpan Desa dan pendayagunaan asct

desn;

14, Fasilitnsi pencrapan dan penepakan peraluran perundang-
nndnngun;

15. Fasililnsi pelukssnaan tapgna leepaln dena dan peranglat deas;

16, Fasitnzi Pelaksonaan Pemiliban Kepala Dean,
17

-

. Fasditasi pelakzanann tapas dan fungsi BPD;

18, Fasilitnst  singhkroninasi - Perencannan Pembang unan Daerah
den g pembangunan desa;
19,

20,

Fasilitasi penclapan lokasi pembanpunan kawasan perdesaan;
Fawsilitasi penyeleny parnan keten teraman dan ketertiban umu m;

21. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;

22. Fasilitasi pe, yusunan perencanaan pemb angunan partisipatif;

23. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan
pihak ketiga;

24, Fasilitasi penatnan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang

Desa serta penetapan dan pencgasan batas Desa:

25, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaamn
masy.rakat Desa:

26. Koordinasi pendampinga n Desa di wilayahnya;

27, Koordinasi pelaksanaun pembangu nan kawasan perdesaan di
wilavahnaiu

28. Fasilitasi peloksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;

29, Fasilitasi pelaksanaan mus yawarah penyusunan Rancangan
APBDes:

30, Fesilitasi dan koordinasi dengan dinas/i nstansi terk ait untuk
penpesahan Rencewla  Anggaran Biaya (RAB)
kematan yany beresiko.

dan  goumbar
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasul 46

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana ADD meliputi:

a,

by,

c.

Pengawasan dilakulkan oleh Kepala Desa selaku  pemegang
kekuasaan  pengeloloon keuangan  desa dalam rangka
meningkatkan kinerja dan alcuntabititng PPKD dan tim pelaksanaan
kepiat an;

P engavasan dilakukan oleh muosyarakat dan BPD dulam rangka
mening katkan kinerjn pemerintah desa transparansi;

Pengawasan schagoimuni dbnnksud poin o don poin b kepala desa
membentuk  tim  Bertifikasi  Fisik  yang  dibuat  dengan Surat

Keputusan Kepaln Desn, sebelnn pelaksana kegianan menyeraly
lerimakan kegiotun dimoksud kepada kepala desa;
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(o Pembenmkan Tim Serttikani Sebapnimana huruf (o) dapat terdiri
dan

n, Mereg et Desn
L. B
. Kecamnton
d. Unissor TNH s Unsur Polid
e, Temaga Memlnmping
¢, Peneawasan di tingkat Desa dilakiukan oleh Tim Evaluasi dan
Monitoring Kec nmatan; dan

I Penpawasan  Fungsionnl  dilalakan  oleh  inspekiorat  Daerah
Kabupaten Opan Kemenng Ula Timur,

BAR XI

SANKS!

Pasal 47
Bupat: melalun Camat menunda penyaluran Dana A DD, dalam hal
a. Bupan belum menerima dokumen sebagaimana  dimaksud

daloun Pasalt Avat {4] atau Pasal 6 avat (3);

Terdapat usulan dan aparat pengawas fungsional dacrah.

Rekomendasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1} huruf b
disemrnakan oleh aparat pengawas fungsional di daerahk dalam hal
widapal potensi atau telah tegadi penvimpanpan  penyaluran
dan/farzw penerunaan Dana ADD.
Ferome ncdast schogaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Bupat dengan tembusan Camat, Kepata Badan Pengelolaan
neuangan Dan Aset Daerah [BPKAD), Kepala Dinas Pemberdayaan
Nasvarakat dan Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
schagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 48

(1) Bupat melalui Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah (BPRAD
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam
hal :

a. dukumen persyazatan penyaluran sebagarmana dimaksud datam
Pasd 47 ayat (1) huraf o telah diterima;

b terrtapit usalan dan apssat penpeoawns fungsiol dacrah,

(4] Bupats mefulul Camat membentahulan kepada Kepala Desi yaoy
biersargleutan menpems Dana ADD yang dittinda penyadurannya
sebapamana dmaksud pada ayit {2 paling kbt akhie buban
November tahun anppatan begalan dan agae dian g parkan Kk emba
dudarn rancangan Al De sa i anggaran berika toya

(3) Bupati medalul Badan Pergelodain Kewangan i Aset Daeruh
(BPFKAD)  men pangytaktan kembali  sisa ADD Desa di RKLID
sebagaimana dirmaksud pada ayat (2) dalan rancangan APBD whun
langgaran  benkutngya sesqal  dengan Retentuan perilucan
pe rundang-undangull
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BAR Xl
KERUGOIAN KEUANGAN

IEHR L
(1) Kepnla Desa, Se-ketara Diesn, Kour Keuangan dan plliak yang
leeshersit U meamg denp ot peistensnaon Alokned Doann Desa yang
Karena peibwntanayae melm g or mloaim atan melalnikan kewajiban
vang libeband e loepobiny ) i necoen lanpsungg merugikan

k ennnan desi, wnjity menpgrantt k eropginn tersehnt,

(1 Kerugion Kewngan Do ADD sebopnim anae dimaksud pada ayat

1) diebesaikan sestn denpon ketemuan peraturnn perundang-
mdimpan

U Dilam Hal kerugian keusnpan desa telah dilakukan perneriksaan

olelt AT, Kepaln Ueasj Pensjnbal Kepala Desa yvang ditetapkan/
ditunjuk oleh Bupad dnpat mengajukan perrnohonan ADD tahap
selanjutnya,

Laporan hasil pemerik saan don APIP menjadi pengganti lapoeran

realisasi pengpunnan ADD tahap sehelumnya,
(57 Kepala  Desa/Penjabat Kepala  Desa  inclaporkan  realisasi
pengeunaan dana ADD tahap sebelumnya dengan melampirk an

Siral keteranean rmuoan AFIP sebagm salah satu svarat pengajuan
poencairan dama ADD tahap berikutnya

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peratura n Bupat i mubad berlqku pada angeal diundeingks o
Apar  sclap  orang  mengetabu,  memenntahkan pengundangan

Peraturan Bupati i dengan menfémpatkannyva dalam Berita Daerah
Rahupaten Ogan Romening Ul Timur

Diretapkun di Martapura
* pada tanggal T §eb fUBh a0
BUPATI OGAN EOIMERING ULU TIMUR

idungkan di Mariapura

tanggal % Gebruort 300
SEXRETARIS DAL RAN

UPATEN OGANR KOMERING ULU TIMUR,

ITA DAERALIKABUPA TIEN OUGAN KONMERING ULU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1§
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